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MOTTO 

 

 

“…Ilmu itu cahaya Allah dan cahaya Allah tidak akan datang kepada orang yang 

bermaksiat...” (Imam Syafi’i) 

 

Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 

anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula 

jalan) mereka yang sesaat. (Q.S. Al-Fatihah : 6-7) 

“Fa‟ inna ma‟al „Usri Yusra” 

“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 

(QS. Alam Nasyroh: 5) 

 

“Khoirunnas Anfa‟uhum linnas” 

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanafaat bagi manusia” 

(HR. Bukhori Muslim) 

 

Pilih sebuah mimpi kecil, segera raih hasil dan mulai bermimpi yang sedikit lebih besar dan 

raih hasil lagi dan seterusnya. Dream Small. Do Your Very Best, and Be Grateful. 

(Yoris Sebastian) 
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ABSTRAK 

 

Faizal Dewantara. NIM C100136001. Sinkronisasi Definisi Akad-Akad Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES) Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) : Studi 

Perpustakaan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Boyolali. Fakultas Hukum. 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018. 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang 

berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Perkembangan yang pesat ini tidak saja 

didorong oleh memburuknya sistem perekonomian dunia uang dimotori oleh sistem 

konvensial, akan tetapi juga oleh semangat religius dan kepetingan praktis pragmatis dalam 

membangun perekonomian umat. Seiring dengan perkembangan LKS saat ini tentu saja 

tidak lepas dari permasalahan, salah satunya mengenai aturan yang mengatur tentang LKS. 

Terdapat dua aturan yang mengatur tentang LKS yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(POJK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Rumusan masalah penelitian ini 

membahas mengenai bagaimana bagan alur berperkara di pengadilan agama, bagaimana 

peran KHES terhadap hukum materiil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di 

pengadilan agama, serta bagaimana penyelesaian apabila terdapat perbedaan persepsi antara 

POJK dan KHES terhadap sengketa ekonomi syariah yang masuk di pengadilan agama. 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dan menggunakan 

pendekatan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Boyolali. 

 

Kata Kunci: Singkronisasi, Peraturan, Sengketa Ekonomi Syariah. 
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ABSTRACT 

 

 

Faizal Dewantara. NIM C100136001. Synchronization of Definitions of Compilation 

Agreements of Islamic Economic Law (KHES) And Regulation of Financial Services 

Authority (POJK): Library Studies of Syariah Economic Dispute in Boyolali Religious 

Court. Faculty of Law. University of Muhammadiyah Surakarta 2018. 

Sharia Financial Institution (LKS) is one of the sectors of Islamic economy that 

developed rapidly in the last few decades. This rapid development is not only driven by the 

worsening of the world's money economy system driven by the conventional system, but also 

by the religious spirit and pragmatic practical interests in developing the people's economy. 

Along with the development of LKS at this time of course can not be separated from the 

problems, one of them about the rules that regulate the LKS. There are two rules governing 

LKS namely the Financial Services Authority Regulation (POJK) and the Compilation of 

Islamic Economic Law (KHES). The formulation of this research problem discusses how the 

flow chart in the religious court, how the role of KHES against material law in the 

settlement of sharia economic dispute in the religious court, and how to settle if there is a 

difference of perception between POJK and KHES to dispute sharia economy that enter in 

religious court. This type of research is a type of juridical legal research empirical and 

using a qualitative method approach. The location of this research is in Boyolali Religious 

Court. 

 

Keyword: Synchronization, Regulation, Sharia Economic Dispute. 
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